
c. bahwa ...

penyesuaian alokasi Pendapatan Transfer Daerah,

sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu

dilakukan perubahan;

b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada

kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau

perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat

nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang

menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan

sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala

Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan

DPRD;

terdapatperkembangannyadalamnamun

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022,

Menimbang

WALlKOTABANDUNG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PROVINSIJAWABARAT

PERATURANWALlKOTABANDUNG

NOMOR3 TAHUN2023

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANWALlKOTABANDUNG

NOMOR 130 TAHUN2022 TENTANGPENJABARAN

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2023

WALl KOTA BANDUNG

SALINAN



3. Undang-Undang ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan

Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik

Indonesia Dahulu) tentang Pcmbentukan Kota-kota

Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) danjatau dalam rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

danj atau Stabilitas Keuangan menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);
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8. Peraturan ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
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13. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

12. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahuri 2007 tentang

Pengelolaan Uang NegarajDaerab (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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18. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

ten tang Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523);
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26. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6279);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor63);
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32. Peraturan ...

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
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Pasal ...

PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALl KOTA BANDUNG NOMOR 130 TAHUN

2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2023.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1511);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023

tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaterr/ Kota Tahun 2023

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

78);

35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2022 Nomor 07);

36. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022

ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota

Bandung Tahun 2022 Nomor 131);

Memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

9077 /KU.03.11.07 /BPKAD tanggal 29 Desember 2022

Hal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan

Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
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2. Ketentuan ...

Rp328.514. 987 .866,00

RpO,OO

Rp328.514.987.866,00

RpO,OO

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiayaan

Anggaran

Pasal2

APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2023

berjumlah Rp7.294.715.737.410,00 (tujuh triliun

dua ratus sembi Ian puluh empat miliar tujuh ratus

lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu

empat ratus sepuluh rupiah), terdiri atas pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp7 .057 .616.856. 778,00

2. Belanja Rp7.382.275.306.758,00

Surplus/ (Defisit) (Rp328.514.987.866,00)

3. Pembiayaan

1. Ketentuan Pasal 2 diu bah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung

Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 131)

diubah sebagai berikut:
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Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar

Rp3.840.093.424.456,00 (tiga triliun delapan

ratus empat puluh miliar Sembilan puluh tiga

juta empat ratus dua puluh empat ribu empat

ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

direncanakan sebesar Rp2.743.641.695.000,00

(dua triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar

enam ratus empat puluh satu juta enam ratus

sembilan puluh lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan

sebesar Rpl.096.451.729.456,00 (satu triliun

sembilan puluh enam miliar empat ratus lima

puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan

ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

4. Ketentuan ...

Pasal3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar

Rp7.057.616.856.778,00 (tujuh triliun lima puluh

tujuh miliar enam ratus enam belas juta delapan

ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh

delapan rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan AsliDaerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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(3)Belanja ...

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan

sebesar Rp6.383.201.918.878,00 (enam triliun

tiga ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus

satu juta sembilan ratus delapan belas ribu

delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang

terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah; dan

d. be1anjabantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar

Rp2.940.258.540.091,OO (dua triliun sembilan

ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh

delapan juta lima ratus empat puluh ribu

sembilan puluh satu rupiah).

sebagaimanaoperas!belanja(1) Anggaran

Pasa18

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasa17

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023

direncanakan sebesar Rp7.382.275.306.758,OO

(tujuh triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar dua

ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu

tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri

atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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(3)Belanja ...

Pasal9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar

Rp904.231.887.880,OO (sembilan ratus empat

miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan

ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus

delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. be1anjamodal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar

Rp29.989.619.882,OO (dua puluh sembilan

miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan

juta enam ratus sembilan belas ribu delapan

ratus delapan puluh dua rupiah).

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar

Rp3.003.862.705.277,OO (tiga triliun tiga miliar

delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus

lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, direncanakan sebesar

Rp358.005.873.510,OO (tiga ratus lima puluh

delapan miliar lima juta delapan ratus tujuh

puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar

Rp81.074.800.000,OO (de1apan puluh satu

miliar tujuh puluh empatjuta delapan ratus ribu

rupiah).
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7. Ketentuan ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

direncanakan sebesar Rp275.165.778.036,OO

(dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus enam

puluh limajuta tujuh ratus tujuh puluh delapan

ribu tiga puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

direncanakan sebesar Rp413.211.174.598,OO

(empat ratus tiga belas miliar dua ratus sebelas

juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus

sembilan puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jarmgan, dan mgasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

direncanakan sebesar RpI38.447.737.540,OO

(seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus

empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh

tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan

sebesar Rp47.326.558.S24,OO (empat puluh

tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima

ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua

puluh empat rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan

sebesar Rp91.019.300,OO (sembilan puluh satu

juta sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).

mesmdanperalatanmodal(3) Belanja
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BERITADAERAHKOTABANDUNGTAHUN2023 NOMOR3

EMASUMARNA

TID.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Februari 2023
SEKRETARISDAERAHKOTABANDUNG,

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Februari 2023
WALlKOTABANDUNG,

TID.
YANAMULYANA

PasalII
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota mi dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

In1.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
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